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ABSTRAK 
  
Kauzar Tariq (B111 10 313), “Efektivitas pengawasan kawasan hutan laposo 
Ninconang kabupaten soppeng Berdasarkan Undang Undang no. 41 tahun 1999”, 
dibimbing oleh Prof. Dr. Yunus Wahid, S.H, M.si sebagai pembimbing I dan Naswar, 
S.H, M.H. sebagai pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pengawasan kawasan 
hutan Laposo Niniconang Berdasarkan Undang Undang no.41 Tahun 1999, serta 
untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap 
kawasan hutan Laposo Niniconang berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 
1999. 
 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan 
topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui 
data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara 
deskriptif.  
 
Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama 
penelitian, maka hasil didapatkan adalah antara lain: (1) Pengawasan terhadap 
kawasan hutan Laposo Niniconang tidak hanya berpijak pada ketentuan UU No 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, isi aturan ini belum maksimal dalam 
pengawasan kawasan hutan perlunya peraturan – peraturan tambahan seperti 
Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dalam penerapannya tidak lepas dari masyarakat itu sendiri, 
perlunya kesadaran tentang kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama 
antara pemerintah dan masyarakat penegakan perundang undangan bisa terwujud 
apabila pemerintah dan masyrakan bekerja sama mengawasi dalam upaya 
melindungi kawasan hutan. (2) Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, 
masyarakat akan senantiasa  menjaga  kelestarian  hutan. Disisi lain pemerintah 
harus  menguatkan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan 
efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku,pengawasan kehutanan tidak hanya 
terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di lapangan dan atau di wilayah 
ekploitasi kehutanan juga pengawasan terhadap pemberian izin usaha dan/atau 
kegiatan  badan usaha atau perorangan  pada Kawasan hutan Laposo Niniconang 
sesuai dengan perundang undangan yang berlaku .Undang Undang No. 41 tahun 
1999 Tentang kehutanan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait Masyarakat , 
bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan sebagai upaya 
melindungi kelestariannya. 
  
vi 
KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa 
memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis 
dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir 
pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata 
Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Segenap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan 
penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya 
memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan 
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam 
bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis 
harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima 
kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua saya H. Kamaruddin 
Muhammad, SE.,M.Si dan Hj. Rohani atas segala cinta, kasih sayang, 
perhatian, bimbingan serta dukungan yang tak henti-hentinya dalam 
penulisan tugas akhir ini. 
Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak 
terhingga penulis berikan kepada : 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya. 
vii 
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan beserta 
seluruh jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Prof.Dr.M.Yunus Wahid,S.H.,M.Si. selaku Pembimbing I dan 
Bapak Naswar, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu 
menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing 
dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Bapak Zulfan 
Hakim, S.H., M.H., dan Ibu Aryani Arifin, S.H., M.H. selaku Tim 
Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga 
dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Kepada Bapak Muh Yunus, SE Kepala Bidang Pembinaan dan 
Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Soppeng yang telah menyediakan fasilitas dan 
informasi selama melaksanakan penelitian. 
7. Kepada Bapak Salahuddin, S.Ag Kepala Desa Umpungeng 
Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng, yang telah menyediakan 
informasi selama melaksanakan penelitian. 
8. Keluarga Besar Pencinta Alam Recht Faculteit universitas 
Hasanuddin (CAREFA UNHAS) yang selalu memberikan 
motifasi dan bantuan kepada penulis. 
viii 
9. Segenap pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah turut 
membantu di dalam proses penyusunan skripsi ini maupun atas 
yang diberikan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap 
semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambang literatur 
kajian Hukum Tata Negara. 
Makassar, 4 Maret 2016 
 
Penulis 
  
ix 
DAFTAR ISI 
                                                                                                              Halaman 
HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ................................................  iv 
ABSTRAK .........................................................................................................  v 
KATA PENGANTAR……………. ......................................................................  vi 
DAFTAR ISI  .....................................................................................................  ix 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  ....................................................................  1 
B. Rumusan Masalah  .............................................................................  7 
C. Tujuan Penelitian  ...............................................................................  7 
D. Manfaat Penelitian ..............................................................................  7 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 A. Hutan .................................................................................................  9 
  1.   Definisi Hutan ...............................................................................  9 
  2. Sejarah dan Perkembangan Perundang-undangan  
   di bidang kehutanan  ....................................................................  11 
  3. Jenis-jenis Hutan ..........................................................................  20 
  4. Fungsi dan Manfaat Hutan ...........................................................  23 
 B.    Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan ....................................  26 
  1.   Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan .................  20 
  2.  Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 
Hukum   Adat................................................................................      36 
 C.  Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan………. .............  42  
x 
 D.    Pengawasan ......................................................................................      33 
1. Pengawasan ................................................................................  49 
2. Undang Undang kehutanan ..........................................................  52 
BAB III METODE PENELITIAN 
 A. Lokasi Penelitian ................................................................................  65 
 B. Populasi Penelitian .............................................................................  65 
 C. Teknik Pengumpulan Data .................................................................  66 
 D. Analisis Data ......................................................................................  66 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian ....................................................................  67 
1. Kawasan Hutan Laposo Niniconang ..................................................  67 
2. Desa Umpungeng..............................................................................  68 
B. Implementasi Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang….. ......  70 
C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Hutan Laposo  
NinicConang ..........................................................................................  75 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ...........................................................................................  83 
B. Saran ....................................................................................................  84                  
 
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................  85 
LAMPIRAN 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
diamandemen ke-4, Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Dengan adanya Hak 
Menguasai dari negara, negara diberikan kewenangan untuk mengatur 
bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada 
didalamnya. letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah 
khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya 
hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 
144 juta ha.1 Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis, dan dalam memberikan 
kemanfaatan ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat 
menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk 
kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan 
pengembangan,  pendidikan dan  latihan, serta religi dan budaya, 
sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat 
Hutan merupakan paru-paru bumi karena hutan memiliki pengaruh 
besar terhadap ketersediaan oksigen bumi. Selain itu, hutan juga 
merupakan suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumberdaya 
alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat 
diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian 
pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam 
berbagai hal seperti penyedia sumber air, pencegah banjir dan erosi, 
                                                             
1 Salim H.S, 2006, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1 
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tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, 
serta mencegah timbulnya pemanasan global. 
Perubahan luas hutan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 
penebangan hutan baik secara legal maupun illegal, pembukaan lahan 
perkebunan, kebakaran hutan, kebutuhan wilayah pemukiman, dan 
sebagainya. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan 
kebutuhan lahan pertanian, pemukiman, lapangan kerja baru dan 
sebagainya. Perubahan luas hutan juga terjadi akibat aktivitas manusia 
yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Luas lahan yang semakin 
sempit, menyebabkan keadaan biofisik suatu daerah mengalami 
pemerosotan kualitas lahan dan daya dukung lingkungan bahkan sering 
terjadi lahan yang kritis. Sumber daya hutan memiliki peran penting dalam 
penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan 
lapangan dan kesempatan  kerja.  
Hutan yang dikelola dan dipelihara dengan baik maka akan 
mendatangkan manfaat yang besar pula bagi masyarakat. Pemanfaatan 
hutan secara tak bijaksana bukan hanya mengakibatkan kerusakan hutan 
namun bisa menimbulkan malapetaka yang lebih besar yaitu hancurnya 
seluruh aspek kehidupan manusia. Hutan  yang  terletak  di  sekitar  
kawasan  gunung  juga  berperan  dalam menjaga dan mempertahankan 
keseimbangan ekologis, keberadaannya sangat bermanfaat bagi 
kehidupan yang ada di bawah kawasannya. Ketersediaan air yang cukup 
bagi berbagai macam kebutuhan, kelestarian hasil tanaman produksi 
melalui  kesuburan  tanah  yang  terjaga,  dan  keamanan  fungsi  lindung  
bagi ekosistem disekitarnya merupakan nilai yang ditawarkan dari 
keberadaan hutan di sekitar kawasan gunung. Permasalahan yang akhir-
akhir ini ditemui adalah menurunnya fungsi dan potensi   hutan   seiring   
dengan   makin   berkurangnya   luasan   yang   dapat dipertahankan.  
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Berbagai aktivitas  manusia dilakukan untuk  mengubah  fungsi hutan 
secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. 
Keberadaan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat 
diperlukan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan disekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan 
sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya. 
Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi 
terjadinya bencana alam di lingkungan   yang   ada   dibawahnya   sulit   
dihindari,   dan   potensi   kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi. 
Permasalahan lingkungan hidup yang yang digambarkan diatas juga 
terjadi di kawasan hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng. Kondisi 
topografis yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan 
sebaran lahan yang merupakan kawasan hutan produksi,  hutan rakyat,  
dan hutan lindung. Keberadaan pemukiman dalam kawasan hutan laposo 
Niniconang, kondisi ini memungkinkan peluang pelanggaran pada 
kawasan hutan lebih besar dapat terjadi. 
Dengan dominasi masyarakat yang kehidupaannya masih 
mengandalkan hutan sebagai sumber daya, oleh karena itu dibutuhkan 
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara Optimal 
oleh Instansi terkait dalam hal ini dinas kehutanan dan perkebunan 
kabupaten soppeng. 
Pengaturan masalah kehutanan di Indonesia terdapat dalam Undang-
undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya 
disingkat UUK). Dalam penjelasan umum UUK disebutkan bahwa hutan 
sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi 
kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, social budaya maupun 
ekonomi. Secara seimbang dan dinamis hutan mempunyai peranan 
sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga 
keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan 
tetap mengutamakan kepentingan nasional. 
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Pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilaksanakan secara 
bijaksana dalam arti tidak hanya berupaya untuk mengambil manfaat 
sebesar-besarnya dari hasil hutan namun juga harus memperhatikan 
aspek pemeliharaan dan pengawetan potensi hutan itu sendiri. Dalam 
Pasal 6 ayat (2) UUK pemerintah menetapkan hutan berdasarkan tiga 
fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. 
Hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya. Jadi hutan konservasi sebagai hutn 
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan serta tempat 
berbagai flora dan fauna.  
Keberadaan hutan konservasi sangat penting sebab sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari sumber daya alam 
yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena 
alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai 
fungsi dan manfaat sebagai unsure pembentuk lingkungan hidup, yang 
kehadirannya tidak dapat diganti.   
Sejumlah produk perundang-undangan yang melindungi kawasan 
konservasi selain UUK adalah antara lain UU Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) 
yang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  serta UU Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Konservasi tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan 
lingkungan alam sehingga dalam penjabarannya konservasi sering 
dilakukan dalam bentu zone atau kawasan lindung. Dalam Keputusan 
Presiden Nomor 32 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa 
kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi umum 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 
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alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna 
kepentingan pembangunan berkelanjutan. 
Selama ini aspek kehutanan telah mendapat porsi yang cukup dalam 
pengaturan hukum tertulis nasional Indonesia namun dalam 
pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan terutama dalam 
pengaturan kawasan dan pengawasan hutan. Hutan lindung merupakan 
bagian dari hutan konservasi, jadi tidak ditujukan untuk produksi hasil 
hutan yang merupakan fungsi dari keberadaan hutan produksi. 
Perambahan hutan dapat menyebabkan berubahnya fungsi hutan. 
Penyebab terjadinya perubahan fungsi hutan disebabkan antara lain 
perambahan kawasan hutan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang 
berdiam di dekat hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk 
pembangunan di luar sector kehutanan dan penebangan liar.  
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis memilih 
judul: 
“Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang 
Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 
1999” 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Implementasi pengawasan kawasan hutan 
Laposo Niniconang menurut Undang Undang no.41 tahun 1999 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang Undang no.41 
tahun 1999 kawasan hutan Laposo Niniconang  
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C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pengawasan kawasan hutan Laposo 
dan Nene Conang menurut Undang Undang no.41 tahun 1999  
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan 
Undang Undang no.41 tahun 1999 pada kawasan hutan Laposo 
Niniconang. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang 
kajian-kajian hukum kehutanan.  
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi 
semua pihak, diantaranya : 
a. Masyarakat  
menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap arti penting kawasan 
Laposo Niniconang kabupaten Soppeng sebagai kawasan penyangga 
dan dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat lokal 
b. Pemerintah 
Menampilkan evaluasi dari sistem pengelolaan yang  sudah 
dilakukan dan memberikan wacana alternative dalam pengawasan 
dan perlindungan di kawasan hutan Laposo Niniconang 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hutan  
1. Definisi Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) 
dan forrest (Inggris). Forrest merupakan daratan tanah yang 
bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar 
7 
kehutanan, seperti pariwisata.2 Hutan adalah sebuah kawasan yang 
ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. 
Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang 
luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida 
(carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, 
serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer 
Bumi yang paling penting3. 
Di dalam hukum Inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu 
daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonaan, tempat 
hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, 
hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan 
tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya 
(Black, 1979:584), namun dalam perkembangan selanjutnya cirri 
khas ini menjadi hilang.4 
  
                                                             
2  Salim, H.S. 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 40 
3  http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan diakses Jumat 28 Agustus 2015 
4  Salim, H.S. Op.cit., Hlm 40 
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Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah 
“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan 
yag cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, 
angin dan sebagainya tidak lagi menentukan 
lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-
tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada 
tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat 
(horizontal dan vertikal).” 
 
Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya 
pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk 
savanna dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara 
berkelompok. 
Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 Ayat (2) UU 
Nomor  41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam ha1yati yang didominasi 
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu 
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.5 
Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, 
yaitu: 
1. unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut 
tanah hutan, 
2. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna, 
3. unsur lingkungan, dan 
4. unsur penetapan pemerintah. 
2. Sejarah dan Perkembangan Perundang-undangan Di Bidang 
Kehutanan 
a. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda 
Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda telah banyak 
produk hukum yang mengatur kehutanan. Momentum awal dari 
pembentukan hukum di bidang kehutanan dimulai dari 
diundangkannya Reglemen 1865, pada tanggal 10 September 
                                                             
5  Ibid. Hlm 40-41 
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1865. Oleh karena itu, pembahasan tentang perundang-
undangan Hindia Belanda dimulai dari Reglemen ini. 
1. Reglemen Hutan 1865 
Reglemen 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan 
dan Exploitasi Hutan. Reglemen ini pada mulanya dirancang 
oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota, yaitu: 
1. Mr. F.H. der Kindiren, yaitu Panitera pada Mahkamah Agung. 
2. F.G. Bloemen Waanders, yaitu seorang Inspektur Tanaman Budi 
Daya. 
3. E. van Roessler, yaitu seorang Inspektur Kehutanan. 
Komisi ini bertugas untuk menyusun rencana 
Reglemen (peraturan) untuk pemangkuan dan eksploitasi 
hutan, serta pemberian izin penebangan, dan cara 
pemberantasan kayu gelap. 
Pada tanggal 10 Agustus 1861 Komisi telah 
mengajukan kepada Pemerintah tiga buah rancangan, yaitu : 
(1) reglemen untuk pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan 
Jawa dan Madura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
itu berikut nota penjelasannya, (2) rancangan petunjuk 
pelaksanaan untuk penanam dan pemeliharaan pohon jati 
dalam hutan Pemerintah di Jawa dan Madura, berikut nota 
penjelasannya dan (3) rancangan petunjuk pelaksanaan 
tentang penebangan dan pemeliharaan, pengujian, dan 
pengukuran kayu jati dalam hutan Pemerintah di Jawa dan 
Madura. 
Hal yang diatur dalam reglemen 1865, yaitu: (1) 
pengertian hutan (2) hutan jati milik Negara termasuk juga 
hutan jati yang ditanam dan dipelihara oleh rakyat atas 
perintah Pemerintah, (3) eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan 
jati Negara dilakukan semata-mata oleh usaha partikelir, 
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dengan dua cara, yaitu pengusaha diwajibkan untuk 
membayar retribusi setiap tahun dalam bentuk uang dan 
dihitung berdasarkan nilai kayu dan lamanya izin, dan 
pengusaha tidak perlu membayar kayu pada Negara, serta 
untuk keperluan Negara dengan menerima pembayaran 
tertentu untuk upah penebangan atas elo kubik (1 elo = 68,8 
cm), (4) diwajibkan penerimaan alam, dan untuk peremajaan 
alam, dan untuk peremajaan buatan diperlukan surat kuasa 
dari Gubernur Jenderal, (5) para inspektur dalam menjalankan 
dinasnya berwenang memberikan perintah dan petunjuk 
kepada Houtvester (pejabat pemerintah yang memangku 
hutan) dan harus dilaporkan kepda Direktur Tanaman Budi 
Daya, (6) hutan di bawah pemangkuan teratur, dan (7) 
pemberian wewenang kepada Residen untuk memberi 
perintah penebangan hutan jati yang tidak teratur, dengan 
pengesahan dari Direktur Tanaman Budi Daya. Surat izin 
untuk melakukan penebangan hanya dapat diberikan oleh 
Gubernur Jenderal. 
Reglemen 1865 itu berlaku selama Sembilan tahun 
karena pada tahun 1874 diganti dengan reglemen hutan baru.  
2. Reglemen Hutan 1874 
Reglemen Hutan 1874 timbul disebabkan banyaknya 
masalah dalam pelaksanaan Reglemen 1865. 
Ada dua masalah yang muncul dalam pelaksanaan 
Reglemen 1865, yaitu: (1) musnahnya hutan yang dikelola 
secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati 
yang dikelola secara tidak teratur, dan (2) banyaknya keluhan 
mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk 
rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan 
bakar, dan lain-lain. 
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Berdasarkan dua masalah di atas, Pemerintah Hindia 
belanda meninjau kembali Reglemen 1865 dan kemudian 
diganti dengan Regelemen 1874 tentang Pemangkuan Hutan 
dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura. Reglemen 
diundangkan pada tanggal 14 April 1874. 
Inti reglemen 1874, adalah seperti berikut: (1) diadakan 
pembedaan hutan jati dan hutan rimba; (2) pengelolaan hutan 
jati menjadi dua: hutan jati yang dikelola secara teratur, dan 
yang belum ditata akan dipancang, diukur, dan dipetakan. 
Hutan ini dibagi dalam distrik hutan; (3) distrik hutan dikelola 
oleh Houtsvester/Adspiran Houtsvester (calon houtsvester); 
(4) eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam 
reglemen 1865; (5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat 
meminta surat izin penebangan/mengeluarkan kayu dalam 
jumlah yang terbatas. Surat izin itu yang berwenang 
mengeluarkannya Direktur Binnenlands Bestuur 
(Pemerintahan Dalam Negeri); dan (6) pemangkuan hutan 
rimba yang dikelola secara teratur berada di tangan Residen, 
dan di bawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu 
oleh seorang Houtsvester. 
Reglemen Hutan 1874 ini tidak hanya berlaku di Jawa 
dan Madura, tetapi berlaku juga di Vorstenlanden (tanah 
kasunan dan kesultanan) sepanjang Pemerintah berhak atas 
kayu yang ada di hutan daerah itu, kecuali hutan yang 
pemangkuan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada 
pihak ketiga.   
3. Reglemen Hutan 1897 
Reglemen Hutan 1874 diubah dengan Ordonansi 26 
Mei 1882 dan Ordonansi 21 November 1894, tetapi akhirnya 
diganti dengan Ordonansi Kolonial 1897, secara singkat 
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disebut boschreglement (Reglemen Hutan) 1897. Resminya 
reglemen itu disebut “Reglemen Hutan untuk Pengelolaan 
Hutan-Hutan Negara di jawa dan Madura 1897”. Reglemen 
Hutan 1897 dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan 
Pemerintah Nomor 21 tahun 1897 tentang “reglemen untuk 
Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura” atau disingkat 
Dienstreglemen (Reglemen Dinas) tertanggal 9 Februari 1897 
Nomor 21 tahun 1897. Dienstreglemen ini mengatur tentang 
organisasi jawatan kehutanan dan ketentuan pelaksanaan 
Boschreglement. 
Reglemen Hutan 1897 berbeda dengan Reglemen 
1874. Ketentutan yang penting Reglemen 1897, yaitu: (1) 
pengertian hutan Negara, (2) pembagian hutan Negara, (3) 
pemangkuan hutan, dan (40 eksploitasi hutan. 
Ada tiga unsur esensial hutan Negara, yaitu: (1) semua 
lahan bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau 
tanpa vegetasi selama belum ditentukan peruntukannya) 
merupakan domein Negara, (2) semua lapangan dicadangkan 
pemeritah demi kepentingan mempertahankan dan 
memperluas hutan, serta termasuk semua lahan yang pada 
penataan batas dimasukkan dalam kawasan hutan, dan (3) 
tanaman hutan yang telah atau akan dibina Negara selama 
pemangkuannya belum diatur sendiri. 
4. Reglemen Hutan 1913 
Reglemen hutan 1897 hanya berlaku selama 16 
tahun. Kemudian diganti dengan Ordonansi Kolonial 30 Juli 
1913 ditetapkan “Reglemen untuk pemangkuan hutan 
Negara untuk Jawa dan Madura 1913, yang mulai berlaku 1 
Januari 1913.” 
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Hal-hal yang diatur dalam Reglemen Hutan 1913, 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemangkuan hutan, yang mencakup penataan hutan, 
penelitian hutan, pemangkuan hutan dalam arti sempit, 
berikut pengelolaan perkebunan getah kautsjuk (getah susu) 
dari pohon-pohon tertentu dan pengamanan hutan. 
2. Eksploitasi Hutan. 
3. Pengamanan hutan. 
4. Pemberian izin kepada masyarakat untuk menggembala 
ternak dalam hutan Negara, dan memungut pakan ternak, 
kecuali di hutan atau bagian hutan tertentu yang keadaannya 
tidak mengizinkan bagi tindakan demikian. Di samping itu, 
rakyat/masyarakat di sekitar hutan diizinkan memungut 
buah-buahan, rumput, alang-alang, rotan dan pemungutan 
kulit kayu. 
5. Pemberian izin untuk berburu dan menyandang senapan di 
dalam hutan jadi dan hutan rimba yang ditata. Izin itu 
dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah. 
5. Ordonansi Hutan 1927 
Ordonansi Hutan 1927 terdiri atas 7 bab 31 Pasal. Hal-
hal yang diatur dalam Ordonansi Hutan 1927, yaitu: (1) 
pengertian hutan (Pasal 1 sampai Pasal 6); (2) susunan hutan 
(Pasal 7); (3) penyelidikan hutan (Pasal  8); (4) pengurusan 
hutan (Pasal 9 sampai Pasal 13); (5) perlindungan hutan 
(Pasal 14 sampai Pasal 15); (6) pengumpulan hasil hutan, 
pengembalaan hewan, memotong makanan hewan, dan 
pengambilan rumput-rumputan (Pasal 16 sampai Pasal 18); 
(7) ketentuan pidana dan penutup (Pasal 19 sampai Pasal 31 
Ordonansi Hutan 1927). Ketentuan pidana yang diatur dalam 
Ordonansi Hutan 1927 berupa pidana denda dan pidana 
kurungan selama tiga bulan bagi perusak hutan. Sifat 
perbuatan pidananya adalah pelanggaran. 
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b. Zaman Jepang 
Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Bala Tentara Dai 
Nippon telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1942. Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1942, berbunyi: 
“semua badan-badan Pemerintah, kekuasannya, hukum 
dan undang-undang dari Pemerintah yng terdahulu, tetap 
diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak 
bertentangan dengan Pemerintahan Militer.”  
Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa hukum dan 
undang-undang yang berlaku pada zaman Pemerintahan hindia 
Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah Dai Nippon dengan 
tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum 
(rechtvacuum). Dengan demikian, bahwa ketentuan yang 
diberlakukan oleh Pemerintahan Dai Nippon di bidang 
Kehutanan, adalah Ordonansi Hutan 1927 dan berbagai 
peraturan pelaksanaannya. 
c. Zaman Kemerdekaan (1945 – sekarang)  
Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 
1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan 
DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud, adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 
Agraria 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kehutanan 
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pengeleloaan Lingkungan Hidup 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistemnya 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan 
ketentuan yang bersifat menyeluruh karena telah memuat 
ketentuan-ketentuan baru, yang belum dikenal dalam UU Nomor 
5 Tahun 1967. Hal-hal yang  baru itu adalah seperti gugatan 
perwakilan (class action), yaitu gugatan yang diajukan oleh 
masyarakat ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak 
hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan 
masyarakat; penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan 
pidana; ganti rugi dan sanksi admisitrasi. 
Dari keenam peraturan perundangan-undangan tersebut 
maka ada dua UU yang telah dicabut, yaitu UU Nomor 5 Tahun 
1967 dan UU Nomor 4 Tahun 1982. Sedangan yang masih 
berlaku adalah UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 5 Tahun 
1990, UU Nomor 23 Tahun 1997, dan UU Nomor 41 Tahun 
1999.6 
3. Jenis-jenis Hutan  
Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan: 
a. Hutan Berdasarkan Statusnya  
Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah 
suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status 
(kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang 
melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan 
terhadap hutan tersebut.7 
Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
35/PUU-X/2012 , hutan berdasarkan statusnya sebagai berikut:   
                                                             
6  Ibid. hlm 18 - 39 
7  Ibid. hlm 43 
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“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam 
wilayah masyarakat hukum adat”. Kata “negara” 
dihapuskan oleh MK sehingga bunyi Pasal 1 angka  6 
menjadi sebagai berikut:   
“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah  
masyarakat hukum adat”. 8 
 
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa “.... hutan 
berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan 
negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara  
hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga  status 
hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai 
oleh Negara”. 
Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) : 
“hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan 
Negara; b. hutan hak.” 
Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) 
UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat (conditionally unconstitutional), sehingga tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa 
“Hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, 
tidak termasuk hutan adat”. 9 
Dengan demikian, status hutan adat menurut UU No. 41 
Tahun 1999 di bagi menjadi dua, yaitu: 
1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang 
tidak dibebani hak atas tanah. 
                                                             
8 Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 35/PUU-X/2012 
9  Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 
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2. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang 
dibebani hak atas tanah. Hutan hak dibedakan menjadi dua 
yaitu hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. 
b. Hutan Berdasarkan Fungsinya  
 Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan 
yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat 
digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan 
lindung, dan hutan produksi. 
 Menurut Undang-Undang Nomor 41 dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 
tanah. 
3. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanegaraman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. 
Kawasan hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu 
kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, 
dan taman buru. 
c. Hutan berdasarkan tujuan khusus  
Penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi 
dan budaya setempat (Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999). Syaratnya 
tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 
d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan 
resapan air  
18 
Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan 
air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan 
kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, 
dan resapan air (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999).  10 
4. Fungsi  dan Manfaat Hutan 
 Dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan beberapa 
fungsi diantaranya :  
a. Fungsi ekonomi  
Masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari 
hutan yang mereka kelola dengan harapan ada peningkatan 
ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan kerja bagi 
generasi mendatang dengan pola peningkatan pengelolaan 
hutan yang berteknologi ramah lingkungan.  
b. Fungsi sosial 
Terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan 
menghindari kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, 
maka dalam hal ini pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif. 
c. Fungsi ekologi  
Hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah 
terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran 
serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat 
disekitarnya (dari segi keamanan dan kesehatan ).11 
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat 
penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini 
                                                             
10   Salim, H.S. Op.cit., Hlm 44 - 45 
11  Adhiprasetyo. 2006. Pengelolaan Hutan System Masyarakat. (online). http://adhi-
prasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-system-masyarakat.html  diakses pada 22 
Agustus 2015 
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disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Menurut Salim, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum 
Kehutanan, Manfaat hutan dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Manfaat langsung 
Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah 
manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh 
masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan 
memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan 
hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti 
rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. 
2. Manfaat tidak langsung 
Manfaat tidak langsung, adalah mafaat yang tidak 
langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan 
adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan 
secara tidak langsung, seperti berikut ini: 1) dapat mengatur tata 
air; 2) dapat mencegah terjadinya erosi; 3) dapat memberikan 
manfaat terhadap kesehatan; 4) dapat memberikan rasa 
keindahan; 5) dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata; 5) 
dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan 
keamanan; 6) dapat menampung tenaga kerja; 7) dapat 
menambah devisa negara.12 
B. Penguasaan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan 
1. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Oleh Negara 
Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan 
tentang dua hal yaitu: 
c. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan 
air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara 
mempunyai “Hak Menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam 
rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia. 
                                                             
12     Ibid, hlm  46 
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d. Membebaskan  serta  kewajiban  kepada  negara  untuk  
mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
menunjukkan kepada kita  bahwa  rakyatlah  yang  harus  menerima  
manfaat  kemakmuran  dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. 
Secara singkat Pasal ini memberikan hak kepada negara 
untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib 
ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan suatu 
kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam 
untuk kemakmuran rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban 
negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat 
Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui penggunaan 
sumber daya alam.13 
Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1960 tentang 
pokok-pokok Agraria, menjelaskan bahwa:  
“bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan 
alamyang terkandung di dalamnya itu pada tingkat 
tertinggi dikuasi oleh negara sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh negara.” 
Sebagai landasan teknis operasional lebih lanjut masih 
diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan (LNRI-1999-167,TLNRI-3587) yang mengatur masalah 
kewenangan penguasaan dan penggunaan terhadap hutan serta 
kewenangan pengurusan hutan. 
Pada dasarnya semua kewenangan itu bertujuan untuk 
mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, namun harus 
lestari dan serba guna, baik langsung maupun tidak langsung 
bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur 
                                                             
13   Abdurrahman. 2013. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Indonesia. Makalah. Disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional viii. 18 Juli 
2013 
 
21 
berdasarkan Pancasila. Untuk kepentingan tersebut maka Undang-
Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI-1999-
167,TLNRI-3587), yaitu dalam ketentuan Pasal 4 Ayat: 
“ (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. (2) Penguasan hutan oleh negara sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) memeberi wewenang pada 
Pemerintah untuk: a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu 
yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan; b. Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan 
hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan; c. Mengatur 
dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang 
dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai 
kehutanan”.14 
 
 
 
 
a.  Pengurusan Hutan  
Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 
UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kehutanan. Kemudian ketentuan itu disempurnakan dalam 
Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Kegiatan-kegiatan yang diurus oleh negara dalam bidang 
kehutanan meliputi: (1) mengatur dan melaksanakan 
perlindungan, pengukuhan, penataan, pembianaan dan 
pengusahaan hutan serta penghijauan, (2) mengurus hutan 
suaka alam dan hutan wisata serta membina margasatwa dan 
pemburuan, (3) menyelenggarakan inventarisasi hutan, dan (4) 
melaksanakan penelitian sosial ekonomi dari rakyak yang hidup 
di dalam dan di sekitar hutan (Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1967). 
                                                             
14  Subadi, Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 
2010, hlm 163 - 166 
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Di dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan juga ditentukan tentang pengurusan hutan. Tujuan 
pengurusan hutan adalah untuk memperoleh manfaat yang 
sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk 
kemakmuran rakyat. 
Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud di atas 
meliputi kegiatan penyelenggaraan, yaitu: (1) perencanaan 
kehutanan, (2) pengelolaan hutan, dan (3) penelitian dan 
pengembangan pendidikan dan latihan pengolahan kehutanan, 
serta pengawasan. 
Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan 
oleh negara, dibentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan dan 
Kesatuan Pengusahaan Hutan. Di samping itu, Pemerintah 
Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenang dalam 
bidang kehutanan kepada Daerah Tingkat II. Hal ini 
dimaksudkan supaya pengurusan hutan dapat dilakukan 
dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hutan yang sebesar-
besarnya. 
b.  Perencanaan Hutan 
Di bidang perencanaan Pemerintah membuat suatu 
rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, dan 
penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari di seluruh 
wilayah Republik Indonesia. 
Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 
disebutkan bahwa perencanaan hutan itu dimaksudkan untuk 
kepentingan: (1) pengaturan tata air, pencegahan bencana 
banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, (2) 
produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi 
kepentingan masyarakat pada umumnya, dan khususnya guna 
keperluan pembangunan, industry serta ekspor, (3) di sekitar 
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hutan, (4) perlindungan alam hAyati dan alam khas guna 
kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertanahan 
nasional, rekreasi dan pariwisata, (5) transmigrasi, pertanian, 
perkebunan, dan peternakan, dan (6) lain-lain yang bermanfaat 
bagi umum. 
Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
1970 Tentang Perencanaan Hutan. 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
33 Tahun 1970, perencanaan hutan adalah penyusunan pola 
tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan, dan penggunaan 
hutan secara serba guna dan lestari, serta penyusunan pola 
kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu. 
Tujuan perencanaan hutan adalah: (1) agar segala 
kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional, dan 
(2) agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 
Ada empat macam perencanaan hutan, yaitu: 
i. Rencana umum adalah rencana yang memuat peruntukan, 
penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan. Pada dasarnya 
rencana umum disusun untuk tiap-tiap daerah aliran sungai 
(watershed). 
ii. Rencana pengukuhan hutan merupakan rencana yang memuat 
kegiatan-kegiatan pamancangan dan penataan batas untuk 
memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas 
kawasan hutan. 
iii. Rencana penatagunaan hutan adalah rencana yang memuat 
kegiatan peruntukan sebagian atau seluruh kawasan hutan 
sesuai dengan fungsinya menjadi: hutan lindung, hutan produksi, 
hutan suaka alam, dan/atau hutan wisata (Pasal 1 Ayat (4) jo. 
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Rencana 
penatagunaan hutan didasarkan pada pertimbangan sebagai 
berikut: letak dan keadaan tanah; topografi; keadaan dan sifat 
tanah; iklim;  keadaan dan perkembangan masyarakat; dan 
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ketentuan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut (Pasal 7 Ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). 
Penatagunaan hutan lindung bertujuan untuk: (1) pengaturan tata 
air, (2) pemeliharaan kesuburan tanah, dan (3) pencegahan 
bencana banjir. Tujuan penatagunaan hutan produksi, adalah 
untuk mempertahankan hutan produksi dan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya 
pembangunan industri dan ekspor (Pasal 7 Ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Tujuan penatagunaan hutan 
suaka alam adalah untuk melindungi keadaan alam untuk 
menghindarkan kemusnahan dan/atau demi kepentingan ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan (Pasal 7 Ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Sedangkan tujuan 
penatagunaan hutan wisata adalah untuk membina dan 
memelihara hutan untuk kepentingan pariwisata dan/atau wisata 
buru. Penunjukan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka 
alam, dan hutan wisata dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan. 
iv. Rencana penataan hutan merupakan rencana yang memuat 
kegiatan untuk penyusunan rencana karya pengurusan hutan 
selama jangka waktu tertentu (Pasal 1 Ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Rencana Penataan Hutan 
(RPH) memuat kegiatan-kegiatan guna penyusunan rencana 
karya untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi: penentuan 
batas-batas hutan yang akan didata; pembagian hutan dalam 
petak-petak kerja; perisalahan hutan; pembukaan wilayah hutan; 
pengumpulan bahan-bahan lainnya unutk penyusunan rencana 
karya; serta pengukuran dan pemetaan hutan (Pasal 9 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Hutan lindung, 
hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata wajib untuk 
ditata dan dibuat rencana karyanya. Untuk dapat merencakan 
hutan secara baik, kewajiban Menteri Kehutanan untuk 
mengadakan survey dan inventarisasi terlebih dahulu terhadap 
hutan, secara sosial masyarakat di dalam dan di sekitarnya. 
Di dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 1999 diatur 
tentang perencanaan hutan. Perencanaan dimaksudkan untuk 
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memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya 
tujuan penyelenggaraan kehutanan. 
Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara 
transparan. Bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta 
memperhatikan kekhasan dan anspirasi daerah. Perencanaan 
kehutanan meliputi; (1) inventarisasi hutan, (2) pengukuhan 
kawasan hutan, (3) penatagunaan kawasan hutan, (4) 
pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan 
rencana kehutanan (Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan). 
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan 
memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi 
kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. 
Inventarisasi ini dilakukan dengan survei mengenai status dan 
keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, 
serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar kawasan 
hutan. Inventarisasi ini terdiri dari inventarisasi hutan tingkat 
nasional, tingkat wilayah, tingkat aliran sungai, dan tingkat unit 
pengelolaan. Inventarisasi hutan ini dijadikan dasar untuk: 
1. Pengukuhan kawasan hutan; 
2. Penyusunan neraca sumber daya hutan; 
3. Penyusunan rencana kehutanan; 
4. Sistem informasi kehutanan.15 
Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang 
berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah 
ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian 
hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. 
Perintah pengukuhan hutan ini diatur dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang berbunyi: 
                                                             
15  Salim, H.S, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,  Hlm 13-16 
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“penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu 
rencana umum pengukuhan hutan itu, untuk 
selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan 
dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, 
hutan suaka alam, dan hutan wisata.” 
Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 
Peraturan Pemerintah Nomr 33 Tahun 1970 tentang 
Perencanaan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, serta 
diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-
II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas.16 
c.  Menentukan dan Mengatur Hubungan Hukum antara Subjek Hukum 
dengan Hutan, dan Perbuatan-Perbuatan Mengenai Hutan 
Kewenangan lain dari negara dalam bidang kehutanan 
adalah mengatur hubungan hukum antara subjek hukum 
dengan hutan, dan perbuatan-perbuatan mengenai hutan. 
Kewenangan negara dalam mengatur hubungan hukum 
antara subjek hukum dengan hutan dan kehutanan erat 
kaitannya dengan kewenangan negara c.q. Menteri Kehutanan 
dalam memberikan izin terhadap subjek hukum yang memenuhi 
syarat, seperti memberikan izin HPH, HPHTI dan atau kepada 
badan hukum tertentu. Begitu juga dengan perpanjangan izin 
dan pencabutan izin HPH atau HPHTI. 
Kewenangan Negara c.q. Menteri Kehutanan dalam 
mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan erat 
kaitannya dengan kewenangan Menteri Kehutanan dalam 
mengalihkan fungsi hutan itu di luar bidang kehutanan. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Menteri Kehutanan dapat mengalihkan fungsi hutan itu untuk 
kepentingan di luar bidang kehutanan, seperti pelepasan hutan 
                                                             
16    Ibid, hlm 48 
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untuk transmigrasi, budi daya pertanian, tukar-menukar, dan 
lain-lain. Peralihan fungsi hutan itu dituangkan dalam Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan.17 
 
2. Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat 
Pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat hukum adat 
sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat adat Wehean Dayak, 
masyarakat Badui di Banten, masyarakat adat Rimbo Temedak,  Masyarakat 
adat Kajang di Bulukumba serta masyarakat hukum adat lainnya masih 
menunjukkan indikasi kelestarian hutan. Pengelolaan  hutan  oleh 
masyarakat hukum adat menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara 
masyarakat dengan sumberdaya alam terutarna  hutan, serta adanya 
kearifan terhadap lingkungan. 
Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan 
proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk 
manusia. Pemanfaatan hutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi 
telah menyingkirkan aspek ekologi dan hak-hak sosial budaya masyarakat 
lokal tehadap hutan. Sedangkan hakikat hutan sebagai sebuah ekosistem 
memilki tiga peran utama yaitu manfaat produksi (ekonomi). Manfaat 
lingkungan (ekologi) dan manfaat sosial. Peningkatan lahan kritis dan 
terdegradasi merupakan kesatuan yang bersifat simultan antara kondisi 
biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan persepsi 
masyarakat tentang hakikat hutan, pemanfaatan hutan sebagai faktor 
produksi dan kebijakan yang belum mengakomodirkan keterlibatan 
masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan model 
pendekatan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat salah 
satunya penggalian terhadap kearifan lokal. 
Pertambahan lahan kritis merupakan indiksai bahwa pembangunan 
sektor kehutanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh departemen 
kehutanan tapi harus melibatkan pihak yang juga berkepentingan terhadap 
hutan, salah satunya masyarakat beserta kearifan lokalnya. Karena itu, 
                                                             
17   Ibid, hlm 17 
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pemerintah harus mengakmodir kepentingan masyarakat yang berkaitan 
dengan kearifannya.18 
Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah 
adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan 
komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas 
masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia 
adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga 
keseimbangan dan harmoni. Penghancuran pranata-pranata adat dalam 
pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan 
hukum yang dikeluarkan Rejim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 
dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah 
membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih 
memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-
sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang  berkembang dan berubah 
secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem 
setempat.  
  
                                                             
18  Njurumana, ND. 2006. Nilai penting kearifan lokal dalam rehabilitasi lahan. 
(online)http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI/06VNilai%20penting.htm  diakses 
24 Agustus 2015 
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Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan Sejati di 4 propinsi 
(Kalimantan Timur, Maluku,  Irian Jaya  dan Nusa Tenggara Timur)  
menunjukkan  bahwa walaupun  sistem- sistem lokal ini berbeda satu sama 
lain namun secara umum bisa terlihat beberapa prinsip- prinsip kearifan adat 
yang masih dihormati dan dipraktekkan oleh kelompok-kelompok 
masyarakat adat, yaitu antara lain:  
1. masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme ekosistem di 
mana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga 
keseimbangannya;  
2. adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas 
(comunal tenure/“property” rights) atas suatu kawasan hutan adat 
masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk 
menjaga dan mengamankannya dari kerusakan;  
3. adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintahan) 
adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk 
memecahkan secara bersama masalah-masalah yang mereka hadapi 
dalam pemanfaatan sumberdaya hutan;  
4. ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk 
mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan 
baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar;  
5. ada mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" sumberdaya alam 
milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah 
masyarakat. 
 
 
 
Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat 
adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan 
memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-
lahan hutan kritis (community- based reforestation and rehabilitation) 
dengan pohon-pohon jenis asli komersial. Dengan pengayaan (enrichment) 
terhadap pranata adat untuk pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, komunitas 
masyarakat adat mampu mengelola usaha ekonomi komersial berbasis 
sumberdaya hutan yang ada di wilayah adatnya (community logging/portable 
sawmill, community forestry, credit union, dsb.) untuk mengatur dan 
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mengendalikan “illegal logging” yang dimodali oleh cukong-cukong kayu,  
mengurangi “clear cutting” legal dengan IPK untuk tujuan konversi hutan, 
dan mencegah penebangan hutan yang resmi (legal, dapat ijin yang sah dari 
pemerintah) tetapi merusak lingkungan dan tidak berkeadilan seperti IHPHH. 
Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran 
masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa 
depan, yaitu bahwa: 
1. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif 
yang paling bernilai untuk melindungi hutan  dibandingkan pihak-pihak 
lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. 
2. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan 
memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. 
3. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. 
4. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi 
harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya. 
5. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan 
kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas 
masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan 
teknis dari pihak-pihak luar. 
6. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara 
mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak 
asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum 
diamandemen), dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik 
dalam Pasal 28 I Ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai 
instrumen internasional.19 
 
C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. 
 
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) 
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Ayat (2), disebutkan 
bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
                                                             
19  Abdon  nababan. 2008. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum adat.  Makalah. 
disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan  
Mitra Siemenpuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008. 
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Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 
Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 
Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 
ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 
9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib 
dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat (2) menyebutkan bahwa Urusan 
Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan 
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada ayat (3) bahwa Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian 
substansinya merupakan Pelayanan Dasar. 
Pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang 
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (2); Ayat (3) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; 
c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. 
perindustrian; dan h. transmigrasi. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa 
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan 
strategis nasional. Pada Ayat (3) dinyatakan bahwa Berdasarkan prinsip 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas 
Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 
kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 
lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan 
sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Ayat (4) 
menyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota 
adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. 
Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan 
Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah 
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kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber 
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 
Pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral 
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Ayat (2) bahwa Urusan 
Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pada ayat (5) dinyatakan bahwa 
Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
Pasal 15 ayat (1) bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang 
ini. Ayat (2) bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam 
Lampiran undang-undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan 
pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan criteria pembagian 
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Ayat (3) 
bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan presiden. Sedangkan ayat (4) mengatur bahwa 
Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren 
pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. Ayat (5) menyatakan bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria 
pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 
Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
criteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. Pada ayat (5) bahwa Penetapan norma, standar, 
prosedur, dan criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling 
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan 
urusan pemerintahan konkuren diundangkan. 
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Pengaturan dalam Pasal 17 ayat (4) disebutkan bahwa apabila dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah 
Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa Urusan 
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi 
diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah 
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara 
menugasi Desa. Ayat (2) bahwa Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah 
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 21). 
Secara lebih rinci pembagian urusan pemerintahan  tertera dalam lampiran 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. 
 
a. Peraturan perundang-undangan sektoral 
 Berkenaan dengan alih kewenangan ini, kiranya terhadap berbagai 
ketentuan peraturan perundangan-undangan sektoral , perlu dilakukan penyesuaian 
dan penyelarasan. Undang-undang yang bersifat sektoral seperti UU Kehutanan, UU 
Perkebunan, UU konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, UU pencegahan 
dan pemberantasan kerusakan hutan, UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, dan undang-undang sektoral terkait lainnya terutama yang mengatur dan 
memberikan kewenangan kepada bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahannya, termasuk peraturan pelaksanaanya. Penyesuaian dan 
penyelarasan undang-undang sektoral ini dapat saja diperdebatkan, mana yang 
harus menyesuaikan, apakah UU sektoral atau UU Pemda, mana yang spesialis dan 
mana yang generalis. Terlebih lagi untuk melakukan perbaikan/penyesuaian agar 
tidak bertentangan antar undang-undang tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah, 
dan butuh waktu yang panjang.. 
 
b.Perizinan 
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 Dengan telah dialihkannya kewenangan bupati/walikota 
dalam hal pengelolaan hutan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
bupati/walikota tidak berwenang lagi untuk menerbitkan keputusan kepala 
daerah terkait dengan penetapan perizinan pengelolaan sumberdaya alam 
dimaksud. Sedangkan terhadap keputusan perizinan yang telah 
dikeluarkan, berdasarkan asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas 
keadilan, asas kebijakan yang memberatkan tidak boleh berlaku surut 
seharusnya masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
masa izin yang diberikan.  
Namun yang menjadi persoalan ketika masa izin masih berlaku 
cukup lama, apakah pejabat pemberi izin masih mau melakukan 
pengawasan atas keputusan izin yang telah dikeluarkan. Karena 
berdasarkan asas hukum administrasi (contrarius actus), pejabat pemberi 
izin merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan 
dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan, padahal 
kewenangan atas urusan pemerintahan dimaksud telah dicabut/dialihkan. 
Hal ini yang kiranya perlu dikoordinasikan antara pemerintah provinsi 
dengan pemerintah kabupaten/kota. 
Sedangkan untuk perizinan baru, berdasar Surat Edaran Mendagri 
No.120/253/Sj, tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada angka 3 disebutkan 
khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau 
pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan 
sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan 
mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan 
serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui. 
Berdasarkan surat edaran ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota 
tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin baru, karena sudah 
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menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang 
pemerintahan daerah 
D. Pengawasan 
1. Pengawasan 
Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang 
ditujukan untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang akan atau 
yang telah dilakukan. Pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. 
Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu tindakan dalam 
pelaksanaan kegiatan, yang biasanya berbentuk prosedur yang harus 
ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan 
preventif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan 
dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa 
yang seharusnya, dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, 
verifikasi, monitoring dan sebagainya. Bahkan menurut George R. Terry,20 
pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, 
maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan 
tindakan-tindakan korektif hasil pekerjaan apakah sesuai dengan rencana-
rencana. 
Arifin Abdurachman menyatakan bahwa pengawasan adalah 
kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, 
kegagalan untuk diperbaiki kemudian, dan mencegah terulangnya kembali 
kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan 
tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.21 
Dalam konteks penegakan hukum lingkungan khususnya di sektor 
kehutanan, pengawasan dapat ditujukan terhadap ketaatan aparat 
penyelenggara dan pelaksana urusan kehutanan atas semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, sehingga 
                                                             
20  Dipetik dari Baso M., ‘Penerapan Prinsip Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan 
dalam Aktivitas Pemegang Izin Hak Pengusahaan Hutan di Sulawesi Selatan’, 
Disertasi, PPs-Unhas, Makassar, 2010, hlm. 87. 
21   Ibid. 
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diharapkan semua aparat kehutanan yang terlibat dalam hal pelaksanaan 
pengurusan dan pemanfaatan hutan patuh dan taat untuk menjalankan 
semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan. Di 
samping itu pengawasan juga ditujukan terhadap ketataatan masyarakat 
dan pelaku usaha atas semua aturan perundang-undangan di bidang 
kehutanan, sehingga diharapkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan 
berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.Pengawasan 
merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana 
memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. 
Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh 
manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan 
yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja 
sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan 
penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya 
digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai 
tujuan. 
George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai 
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 
prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif 
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Robbin (dalam Sugandha, 1999 : 150) menyatakan pengawasan itu 
merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga 
membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan 
organisasi. 
Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses 
melaui manajer berusaha memperoleh kayakinan bahwa kegiatan yang 
dilakukan sesuai dengan perencanaannya. 
Terry (dalam Sujamto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah 
untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi 
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atasannya, dan mengambil tindakan-tidakan korektif bila diperlukan untuk 
menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. 
Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak 
hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan 
mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya 
sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. 
Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada 
pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang 
membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah 
dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-
rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik 
untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan 
perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan 
kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 
menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan. Apabila terjadi 
penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula 
tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. 
 
2. Undang Undang Kehutanan 
Penguasaan hutan oleh Negara bukanlah merupakan suatu 
kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah 
untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan 
dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Negara juga 
mempunyai wewenang dalam menetapkan maupun merubah status 
kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum 
antara orang/masyarakat dengan pemerintah berkaitan dengan 
pengelolaan kawasan hutan, serta mengatur perbuatan hukum 
yang berkaitan dengan kehutanan. 
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Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk 
memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan 
kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal 
tertentu yang sangat penting, yang berdampak luas serta bernilai 
strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Untuk itu guna mengatur hal tersebut diatas, diperlukan 
suatu peraturan Hukum tetap yang dikeluarkan pemerintah 
Republik Indonesia melalui Undang-Undang yang merupakan 
suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani dan 
mengelola suatu asset yang dimiliki negara. Peraturan 
Perundang- undangan yang berhubungan dengan lingkungan, 
seperti halnya dalam pengurusan kehutanan, pemerintah 
Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan. Sebelum 
pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.41 
Tahun 1999 tentang kehutanan, pemerintah telah memiliki acuan 
yang tertuang dalam undang-undang No. 5 Th 1967 tentang 
ketentuan pokok kehutanan antara lain : Pengaturan hukum 
adat, Pemanfaatan hutan, Litbang, Diklat kehutanan, 
Pengawasan, Masyarakat hukum adat, Peran serta masyarakat, 
Gugatan perwakilan, Penyelesaian sengketa kehutanan, 
Penyidikan dan ketentuan pidana 
Dengan dikeluarkannya undang – undang No. 41 Th 1999, 
bukan berarti undang – undang sebelumnya tidak mempunyai 
kekuatan hukum, karena jika kita coba kaji isi dari undang – 
undang tersebut mempunyai tujuan yang sama. Hanya saja isi 
undang – undang No. 41 Th 1999 telah disesuaikan dengan 
kondisi dan perkembangan masyarakat di era modern seperti 
sekarang ini, yang mana kemajuan teknologi telah menjadi salah 
satu kebutuhan masyarakat Indonesia, dan hal tersebut secara 
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langsung ataupun tidak langsung pasti akan memberikan dampak 
terhadap lingkungan khususnya kelestarian hutan. 
Istilah kehutanan adalah system pengurusan yang 
bersangkut paut dengan hutan, kawasan, hutan, dan hasil hutan 
yang diselenggarakan secara terpadu berdasarkan Undang-
Undang No.41 Tahun 1999 dapat disimpulkan pengertian dari 
beragam macam hutan yaitu : 
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati 
yang didominasi pepohonan dalam kesatuan lingkungan 
alam lainnya. Yang satu dengan yang lainnya tidak 
dapat dipisahkan, kawasan hutan adalah wilayah 
tertentu yang ditinjuk dan atau ditetapkan oleh 
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap 
2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah 
yang tidak dibebani hak atas tanah. 
3. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam 
wilayah hokum masyarakat hokum adat 
4. Hutan adalah hutan yang berada pada tanah dibebani 
hak atas tanah 
5. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan 
6. Hutan lindung adalah kawa sebagai hutan yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 
instruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
7. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki 
cirri khas tertentu yang mempunyai fungdi pokok 
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pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 
serta ekosistemnya. 
8. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan cirri 
khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai 
wilayah system penyangga kehidupan. 
 
 
9. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan 
cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok 
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta 
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya.22 
Berdasarkan pengertian diatas, pemerintah menetapkan hutan 
berdasarkan fungsi pokok, yaitu : hutan konservasi, hutan lindung, 
dan hutan produksi. 
Melihat banyaknya jenis hutan dan fungsinya yang sangat besar, 
maka pemerintah Indonesia menetapkan suatu bentuk 
“penyelanggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, 
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. 
23 
1. Asas manfaat dan lestari hal ini dimaksudkan agar setiap 
pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan 
keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, social, 
budaya serta ekonomi. 
                                                             
22 Undang-Undang No.41 Th 1999, Op.cit,Psl 1 
23 Undang-Undang No.41 Th 1999, Op.cit Bag 2,Psl 2 
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2. Asas kerakyatan, keadilan, dan kebersamaan hali ini 
dimaksudkan agar setiap penyelenggara kehutanan harus 
memberikan peluang dan kesempatan yang sam kepada 
semua warga negera sesuai dengan kemampuannya, serta 
menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling 
keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergi antara 
masyarakat setempat dengan BUMN (badan usaha milik 
Negara) atau BUMD (badan usaha milik daerah), dan BUMS 
(badan usaha milik swasta) Indonesia, dalam rangka 
pemberdayaan usah kecil, menengah, dan koperasi sehingga 
dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. 
3. Asas keterbukaan dan keterpaduan hal ini dimaksudkan agar 
setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikut 
sertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat 
secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, 
dan masyarakat setempat. 
Ketiga asas tersebut secara otomatis harus dipenuhi dalam 
penyelenggaraan kehutanan, karena yang akan merasakan 
dampak dari suatu aturan dalam bidang kehutanan adalah 
masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut seperti 
masyarakat adat. Apalagi jika mengacu pada tuuan 
penyelenggaraan kehutanan yaitu untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : 
1. Menjamin keberadaaan hutan dengan luasan yang 
cukup dan sebaran yang proporsional. 
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi 
fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi 
untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, 
dan ekonomi yang seimbang dan lestari 
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai 
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4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan 
kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara 
partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan 
sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan 
ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal 
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan  dan 
berkelanjutan.24 
  
                                                             
24 Ibid, psl 3 
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Untuk mencapai tujuan penyelanggaran tersebut 
dibutuhkan suatu perencanaan kehutanan yang meliputi: 
1. Inventarisasi hutan, 
2. Pengukuhan kawasan hutan, 
3. Penatagunaan kawasan hutan, 
4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan  
5. Penyusunan rencana kehutanan. 
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui 
dan memperoleh data dan informasi tentang sumber 
daya, potensi kekayaan alam hutan, serta 
lingkungannya secara lengkap. Inventarisai hutan 
dilakukan dengan melakukan survey mengenai status 
dan keadaan fisik hutan, floradan fauna, sumber daya 
manusia, serta kondisi social masyarakat didalam dan di 
sekitar hutan. Inventarisasi sangat perlu dilakukan 
sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan 
neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana 
kehutanan, dan sebagai sistem informasi kehutanan. 
Dan jika terjadi perubahan peruntukan dan fungsi 
kawasan hutan, harus ditetapkan oleh pemerintah 
dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. 
Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak 
penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, 
ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. dan ketentuan tentang tata cara 
perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan 
fungsi kawasan hutan diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Melihat dari asas dan tujuan dari penyelenggaraan 
kehutanan diatas tidak hanya mengupas persoalan 
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kehutanan tetapi akan sangat erat kaitannya dengan 
persoalan lingkungan hidup secara luas, untuk itu 
dibutuhkan batasan tentang lingkungan berdasarkan 
isinya untuk kepentingan praktis atau kebutruhan 
analisis. Lingkungan dalam arti biosfer, yaitu 
dipermukaan bumi, air dan atmosfer sebagai tempat 
jasad-jasad hidup berada, mengenai pengertian 
lingkungan. 
Perlindungan kawasan hutan senantiasa merupakan 
bentuk pengamanan dalam pengelolaan hutan, oleh 
karena itu pengembangan hutan tidak dapat dilihat 
terpisah dari pembangunan itu sendiri, karena 
pengaman, pengembangan dan pembangunan hutan 
merupakan satu kesatuan guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang akan berpengaruh 
terhadap aspek sosial masyarakat.  
Dengan kondisi kehidupan masyarakat sekitar yang 
masih bercorak agraris dengan laju pertumbuhan 
penduduk yang tinggi ditambah dampak dari krisis 
ekonomi yang berkepanjangan telah menempatkan 
sumber daya hutan sebagai tumpuan jalan pintas untuk 
keluar dari kesulitan hidup (ekonomi). Pencurian kayu, 
perambahan hutan, dan kegagalan tanaman pada umur 
muda, serta kerusakan ekosistem merupakan indikasi 
nyata bahwa upaya mewujudkan perlindungan maupun 
pengamanan hutan yang berkelanjutan akan menemui 
banyak hambatan, untuk itu sangat diperlukan 
keseriusan dan ketegasan pengelola hutan dan 
penegak hukum dalam menerapkan peraturan yang 
ada,  
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Dalam pengelolaannya lebih diatur lagi dalam Undang Undang No 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Liingkungan 
Hidup, Undang-undang 32 tahun 2009 ini memberikan kewenangan yang 
luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan 
seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain, jika 
kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi 
kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada status daerah tertentu di 
Indonesia, Selain itu pula,terkait dengan masalah otonomi 
daerah,undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang Sangat 
luas lepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.Selain itu pula 
seperti halnya yang dijelaskan dalam bagian penjelasan atas UU No 32 
tahun 2009 pada point 8 bagian Pertama,dikatakn bahwa Undang-
Undang ini juga mengatur : 
1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup 
2. .Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah 
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan  hidup 
4. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian 
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem 
6. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi 
perkembangan lingkungan global 
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, 
akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak 
masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup 
8. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara 
lebih jelas 
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif 
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10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup 
dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.25 
UU No 32 tahun 2009 menyempurnakan sejumlah kelemahan 
mendasar dalam UU sebelumnya dan secara komprehensif 
mengatur segala hal yang berkaitan dengan problem lingkungan. 
Keistimewaan itu antara lain : 
 Dalam aturan yang baru tersebut, 
a. terdapat pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan 
daerah dalam hal  pengawasan linkungan hidup. 
b. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi; 
1. Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
2. Tata ruang, baku mutu lingkungan hidup 
3. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 
4. AMDAL 
5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup 
6. Perizinan  
7. Instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-
undangan berbasis lingkungan hidup 
8. Anggaran berbasis lingkungan hidup  
9. Analisis risiko lingkungan hidup, 
10. Instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  
Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian. 
Perizinan lingkungan menjadi syarat utama berdirinya suatu badan 
usaha, ketika suatu perusahaan tidak memenuhi syarat lingkungan maka 
dinyatakan tidak bisa menjalankan usaha. Izin lingkungan yang 
                                                             
25 Undang Undang No. 32 2009 
47 
bermasalah bahkan bisa membatalkan pendirian usaha. Adanya 
pendayagunaan pendekatan ekosistem (eco region) juga menjadi fokus 
utama UU No 32 tahun 2009. Memuat pula tentang kepastian dalam 
merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global dan 
penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 
partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
Hal paling mendasar adalah penegakan hukum perdata, 
administrasi, dan pidana secara lebih jelas. ditunjang pula dengan 
penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang lebih efektif dan responsif dan penguatan kewenangan Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) lingkungan hidup. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata 
Kabupaten Soppeng dengan pertimbangan bahwa objek di kawasan 
Hutan Laposo NiniConang 
B. Populasi Penelitian 
Populasi penelitian ini adalah pejabat atau aparat yang 
menangani masalah kehutanan di daerah penelitian. Adapun sampel 
penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling dengan 
menggunakan kriteria berdasarkan karakteristik masing-masing yang 
terdiri dari, pejabat instansi kehutanan, serta warga masyarakat yang 
bermukim di sekitar kawasan hutan  
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 
1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui 
wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.  
2. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung 
seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat 
penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan 
penelitian ini. 
 
 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a. wawancara, dilakukan dalam bentuk tanya jawab kepada responden, baik 
dengan menggunakan pedoman wawancara maupun tanpa pedoman 
wawancara; 
b. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-
buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan 
yang dibahas 
 
D. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara 
akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan 
mengenai permasalahan yang dibahas. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
    1. Kawasan Hutan Laposo Niniconang 
  Kawasan hutan Laposo NIniconang ditetapkan dengan 
SK.5536/Menhut-VII/KUH/2014 Kelompok Hutan Laposo Niniconang luas kawasan 
hutan 46.132 Ha, Adapun luas kawasan hutan menurut fungsi dan statusnya 
gambar. 
Tabel.1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi dan Statusnya Kabupaten Soppeng. 
 
 
 
No. 
 
Fungsi 
 
Luas (Ha) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Cagar Alam 
Suaka Margasatwa 
Taman Wisata 
Taman Buru 
Taman Nasional 
Taman Hutan Raya 
Hutan Lindung 
Hutan Produksi 
Hutan Produksi Terbatas 
Hutan Produksi Konservasi 
Hutan Kota 
- 
- 
1.318 
- 
- 
- 
33.349 Ha 
- 
11.465 
- 
- 
 
Total 
 
46.132 
sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng 
Kawasan Hutan di Kabupaten Soppeng cukup luas dan tersebar di beberapa 
kecamatan yaitu, Kec.Donri-donri, Kec.Lalabata, Kec.Mario riwawo, Kec.Mario 
Riawa, dan Kec.Liliraja, Kawasan hutan di Kabupaten Soppeng umumnya berada 
pada daerah hulu yang berkaitan dengan keberadaan gunung laposo dan gunung 
Nene Conang yang memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi yang terdiri atas 
jenis flora dan fauna yang merupakan endemik Sulawesi. Diantaranya; Anoa, Burung 
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Kakatua adalah jenis-jenis fauna sedangkan flora berupa yaitu kayu hitam atau 
ebony, Bitti, Jati  dan Kayu Besi  
Namun keanekaragaman hayati tersebut terancam keberadaannya.  Bahkan 
jenis Ebony tidak ditemukan lagi di Kawasan hutan Laposo Niniconang. Hal ini 
disebabkan karena kerusakan lingkungan yang merupakan habitat jenis flora 
maupun fauna tersebut seiring  dengan peningkatan aktivitas manusia yang tidak 
terkendali dan tidak adanya  pemanfaatan secara lestari (Laporan Hasil Program 
Menuju Indonesia Hijau KabupatenSoppeng, 2009). 
     2.  Desa Umpungeng 
  Desa Umpungeng berada di kec. Lalabata Kabupaten Soppeng 
terdapat 6 dusun yaitu dusun Jolllee, dusun Liangeng, dusun bulu batu , dusun 
Umpungeng ,dusun Awo dan dusun Waessuru desa Umpungeng dikhususkan 
sebagi lokasi penelitian karena desa ini terdapat 2 dusun yang masuk dalam 
Kawasan Hutan Laposo Niniconang,  
Desa Umpungeng terletak 100 km sebelah utara kota Makassar dan 10 km 
sebelah Selatan Ibukota Kabupaten Soppeng. Dapat ditempuh selama 3 jam 
perjalanan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Desa ini terletak 
di kawasan pegunungan Neneconang dan gunung Laposo dengan ketinggian 
mencapai 1000-1500 Mdpl, Luas wilayah Umpungeng mencapai 85 km persegi atau 
sekitar 30,57 % dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng, kawasan Umpungeng 
terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang umumnya berada pada ketinggian 600 - 
1500 m diatas permukaan laut. Daerah ini merupakan wilayah paling barat 
Pemerintahan Kabupaten Soppeng yang berbatasan dengan Kab.Barru sebelah 
barat dan Kab.Bone di sebelah Selatan. Wilayah yang beradah dilereng Gunung 
Poso ini merupakan daerah dengan curah hujan cukup tinggi menjadikan Desa 
Umpungeng sebagai kawasan resapan air yang paling utama. Sejumlah aliran 
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sungai menjadi pemisah  antar dusun satu dengan yang lainnya menyebabkan 
beberapa dusun terisolir dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki.   Sungai-
sungai tersebut  mengalir dari kawasan Umpungeng dan bermuara ke sungai 
Langkemme yang selama ini merupakan irigasi paling penting yang melayani 
kebutuhan pengairan ribuan hektar sawah di sejumlah daerah. 
Jumlah penduduk Desa Umpungeng secara keseluruhan sebanyak 3067 
orang yang tersebar di 6 Dusun terdiri atas berbagai profesi, namun secara umum 
masyarakat Desa Umpungeng berprofesi sebagai Petani. Komoditi unggulan 
umumnya Cengkeh, Kakao, Kopi, Jahe, Kemiri, Pangi (keluwak) dan Fanili. Selain 
pertanian, Desa Umpungeng juga dikenal sebagai sentra produksi Gula Aren dan 
rotan.26 
 
 
 
 
B. Implementasi Pengawasan Kawasan Hutan Laposo NiniConang 
 Melihat persoalan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya 
dalam bidang kehutanan yang sangat kompleks, maka penanganan tindak 
pidana kehutanan harus dipahami sebagai salah satu bagian untuk 
mendorong terciptanya tujuan pembangunan kehutanan yang 
sesungguhnya yakni terpenuhinya kesejahteraan masyarakat serta tetap 
terjaganya fungsi hutan bagi kehidupan. Karena itu penanganan masalah 
kehutanan haruslah lintas sektoral, termasuk keberanian dalam 
memahami bahwa tindak pidana kehutanan bukan sekadar bagian dari 
                                                             
26 Sumber data pusat statistic kabupaten Soppeng 
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tindak pidana umum, apalagi sampai direduksi menjadi sebuah 
pelanggaran administratif. 
Dalam menghadapi berbagai persoalan kehutanan saat ini, 
seharusnya penanganan kejahatan kehutanan tidak hanya berpijak pada 
ketentuan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, isi aturan ini 
belum maksimal dalam perlindungan dan pengawasan kawasan hutan 
perlunya peraturan – peraturan tambahan seperti Undang Undang No. 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Kegiatan pengawasan penaatan merupakan amanat Pasal 71 ayat 
(1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan 
atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Untuk itu 
penguatan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efisien 
dan efektif menjadi suatu keharusan. 
 Maksud dari hal ini adalah bahwa penanganan kejahatan 
kehutanan tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
di lapangan dan atau di wilayah ekploitasi kehutanan, tetapi juga pada 
berbagai bentuk perbuatan yang menjadi bagian dari rangkaian kejahatan 
kehutanan. 
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 Terkhusus di Kabupaten Soppeng Pengawasan terhadap kawasan 
hutan Laposo Niniconang senantiasa diupayakan oleh pihak Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng dengan 
mengoptimalkan upaya-upaya  Prepentif dan Represif agar dapat 
meminimalisir kejahatan di bidang kehutanan 
Dengan melakukan pengawasan terhadap pemberian izin usaha 
dan/atau kegiatan  badan usaha atau perorangan  pada Kawasan 
hutan Laposo Niniconang seperti, hak pengusahaan Hutan (HPH), Hak 
Pemungutan Hasil Hutan (HPHH),  mengawasi ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan atas 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah 
daerah wajib menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsiona27 dalam hal ini Polisi kehutanan dan Penyuluh 
kehutanan dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten soppeng, karena belum 
adanya izin yang dikeluarkan dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten 
soppeng maka pengawasan yang dilakukan terhadap penangggung jawab izin 
belum ada. 
Jadi pengawasan yang  dilakukan dinas kehutanan dan perkebunan 
kabupaten Soppeng bersifat pencegahan seperti  dengan  melakukan operasi 
rutin pengamanan di daerah sebaran kawasan hutan Laposo Niniconang 
khususnya pada daerah pemukiman yang masuk dalam kawasan yaitu desa 
Umpungeng, yang dijalankan oleh  Polisi Hutan yang juga harus melibatkan 
                                                             
27 Pasal 71 (30) UU No.32 2009 
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aparat kepolisian dan TNI di daerah setempat. Selain itu sosialisasi dan 
penyuluhan tentang pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan 
hutan juga sering disampaikan kepada masyarakat dengan intensitas sebulan 
sekali.28 
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Umpungeng, 
yang merupakan salah satu daerah sebaran hutan Laposo Niniconang 
ditemukan fakta setelah melakukan survei terhadap 100  responden 29 
yang merupakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan 
bahwa 32% responden mengakui selama periode tahun 2015 - 2016, 
belum pernah menerima sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh 
Dinas Kehutanan dan selebihnya sebanyak 65% mengakui pernah 
mengikuti sosialisasi sebanyak 1-2 kali dan selebihnya 3% responden 
mengakui telah mengikuti sosialiasi sebanyak 3-4 kali. 
Tabel 1 
Keikutsertaan Warga dalam Sosialisasi dan Penyuluhan tentang 
perlindungan dan Pelestarian Kawasan Hutan Lindung.  
Periode Tahun 2015-2016. 
 
 Jumlah Persentase 
Tidak pernah 32 32% 
1 – 2 kali 65 65% 
3 – 4 kali 3 3% 
   
Sumber : Data Sekunder setelah diolah 
Dari data ini dapat dikatakan bahwa pengakuan pihak dinas 
kehutanan yang mengatakan sering melakukan sosialisasi dan 
                                                             
28 Wawancara dengan Muh Yunus Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng. Senin, 21 Desember 2015 
29 Penelitian lapangan terhadap Responden berjumlah seratus orang dengan kisaran usia 30-50 
tahun.  
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penyuluhan tentang perlindungan dan pelestarian kawasan hutan  kepada 
masyarakat, terdapat perbedaan dilapangan karena sebagian besar 
responden selama 1 tahun hanya pernah mengikuti 1-2 kali sosialisasi 
yang dilakukan oleh pihak dinas kehutanan. Artinya bahwa intensitas 
sosialisasi yang dilaksanakan sangat jarang. Namun dari hasil wawancara 
dengan Kepala desa Umpungeng dikatakan bahwa sebenarnya pihak 
dinas kehutanan sering melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait 
dengan perlindungan dan pelestarian hutan lindung namun karena 
keengganan masyarakat untuk mengikutinya sehingga kebanyakan hanya 
aparat desa dan kelurahan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan 
tersebut.30 
Menurut penulis hal ini menggambarkan bahwa sosialisasi, 
penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan hanya 
masuk dalam ranah formalitas dan belum menyentuh pada hal-hal 
substansial untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai 
pentingnya pelestarian kawasan hutan lindung agar kejahatan-kejahatan 
di sektor kehutanan dapat diminimalisir. Atau juga dapat dikatakan strategi 
dan cara sosialisasi yang selama ini dilakukan tidak efektif karena 
partisipasi masyarakat secara langsung yang sangat kurang dan hanya 
aparat-aparat pemerintah yang banyak mengikuti sosialisasi dan 
pelatihan. 
                                                             
30 Wawancara dengan Kepala desa Umpungeng Salahuddin,S.Ag,  Senin,  27 Desember 2015. 
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Begitu pula dengan tingkat kerutinan operasi pengamanan yang 
dilakukan oleh Resort Polisi Hutan, di mana dari hasil penelitian penulis, 
didapatkan hasil sebanyak 81% responden mengatakan bahwa patroli 
pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Resort Polisi Hutan maupun 
aparat penegak hukum yang lain jarang dilakukan dan kadang setelah 
berbulan-bulan barulah ada patroli dari petugas yang berwenang, 
sedangkan 19% lainnya mengatakan bahwa patroli pengamanan 
dilakukan satu sampai dua kali dalam  sebulan. 
Tabel 2. 
Pengetahuan Warga Masyarakat tentang Intensitas Patroli 
Pengamanan Kawasan Hutan Lindung 
 
 Jumlah Persen 
1- 2 kali sebulan 39 39% 
Jarang, kadang berbulan-bulan baru 
ada 
61 61% 
Sumber : Data Sekunder, setelah diolah 
Data ini menggambarkan bahwa sebenarnya pihak Resort Polisi 
Kehutanan telah melakukan operasi rutin namun intensitas operasinya 
yang belum terlalu intensif. Namun menurut pengakuan salah seorang 
responden mengatakan bahwa intensitas operasi dipengaruhi oleh jumlah 
luas kawasan hutan lindung yang ada di suatu daerah, artinya bahwa 
pihak patroli pengamanan hanya melakukan operasi yang rutin secara 
intensif di daerah-daerah yang memiliki hutan lindung yang luas dan 
rawan terjadi kejahatan kehutanan. 
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E. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan pengawasan 
Hutan Laposo Niniconang 
Di tengah-tengah berbagai pemberantasan kejahatan yang makin 
marak dari segi jenis, kuantitas dan kualitas, berbagai pihak mengeluhkan 
penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum telah menjadi 
ungkapan sehari-hari di kalangan masyarakat., pejabat, pengamat 
mahasiswa, pelaku dan anggota masyarakat biasa. Demikian pula 
kalangan pers sangat bersahabat dengan ungkapan ini. Terdapat 
kesamaan dari berbagai kalangan mengenai masalah dan peristiwa 
penegakan hukum. Hampir semua menyatakan bahwa penegakan hukum 
saat ini belum memuaskan. Bahkan ada yang menyatakan, penegakan 
hukum makin jauh dari rasa keadilan. Karena sering didapati penegakan 
hukum ternyata tidak mampu, memberi kepuasan dan memenuhi rasa 
keadilan masyarakat umum. 
Tidak terlalu berlebihan apabila kalangan penegak hukum dinilai 
lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat 
menjadi apatis, mencemooh dan dalam keadaam tertentu kerap 
melakukan proses pengadilan jalanan. 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, 
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.31 
Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 
yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 
yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 
faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: 
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang 
saja. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum. 
Terkhusus dalam penegakan hukum di sektor kehutanan yang ada 
di Kabupaten Soppeng, kelima hal ini mungkin juga menjadi faktor-faktor 
yang memengaruhi penegakan hukumnya. Dari hasil wawancara peneliti 
                                                             
31 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia , 
Bhuana Pancakarsa, Jakarta, 1979, hlm.1 
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pada pihak dinas kehutanan32, menurutnya hal-hal yang menjadi faktor 
penegakan hukum di sektor kehutanan yang terutama adalah faktor 
masyarakat, di mana kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya turut 
serta melindungi kawasan hutan, salah satu contohnya jika terjadi kasus 
perambahan hutan atau kasus pembakaran, masyarakat enggan untuk 
memberikan keterangan dan kesaksian, bahkan cenderung melindungi 
pelaku. Hal ini kemudian berdampak pada sulitnya petugas untuk 
menemukan pelaku jika ada perambahan hutan dan pembakaran lahan 
yang terjadi di kawasan hutan lindung. 
Kemudian faktor kedua adalah faktor penegak hukum, namun yang 
dimaksudkan bukanlah penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya 
dengan baik, tapi kurangnya penegak hukum atau aparat yang bertugas 
untuk melakukan patroli pengamanan di sekitar kawasan hutan sebagai 
upaya-upaya preventif yang wajib dilakukan. Akibat kurangnya petugas, 
patroli yang dijalankan cenderung kurang intensif dan kurang maksimal 
untuk mengamankan seluruh kawasan hutan lindung yang ada di 
Kabupaten Soppeng. Idealnya dalam satu Resort Polisi Hutan (RPH). 
dibutuhkan setidaknya 60 personel polisi hutan, namun saat ini yang ada 
hanya 10 personel dalam setiap RPH. 
Faktor yang ke lima adalah kurangnya fasilitas sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh dinas kehutanan dalam melakukan upaya-
upaya pengamanan kawasan hutan lindung. Hal ini juga berpengaruh 
                                                             
32 Wawancara dengan Muh Yunus. Kepala Bidang Pembinaan  dan Perlindungan Hutan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng. Senin 21 Desember 2015 
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pada terhambatnya proses penegakan hukum jika ditemukan tersangka 
dari tindak pidana kejahatan di sektor kehutanan. Namun ini tidak terlalu 
menjadi suatu hal yang urgen karena masih banyak cara yang dapat 
dilakukan untuk dapat menutupi faktor tersebut. 
Dari hasil penelitian penulis sendiri, sebenarnya saat ini sudah 
sangat jarang terjadi kasus-kasus tindak pidana di sektor kehutanan dan 
pembukaan lahan di kawasan hutan lindung. Hal ini juga dapat dilihat dari 
data hasil survey berikut ini. 
Tabel 3 
Pengetahuan Warga tentang Warga Masyarakat yang Sering Mengambil Kayu 
pada Kawasan Hutan Lindung 
 
 Jumlah Persen 
Masih banyak 1 1% 
Hanya 1-2 orang saja 9 9% 
Jarang terjadi 39 39% 
Lainnya (Tidak ada karena takut) 51 51% 
Data Sekunder, Setelah diolah   
Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sebenarnya mayoritas 
masyarakat sudah takut untuk melakukan perambahan hutan di 
sekitar kawasan hutan lindung, di mana sekitar 51% responden 
mengakui hal tersebut, sedangkan 39% lainnya mengatakan hal 
tersebut sudah jarang terjadi dan selebihnya menurut responden 
masih ada yang melakukan hal tersebut namun hanya 1-2 orang saja. 
sedangkan yang menjadi alasan pelaku perambahan hutan yang 
mengubahnya menjadi lahan atau kebun, adalah karena tidak adanya 
mata pencaharian lain yang dimiliki oleh masyarakat tersebut 
sementara lahan yang dimiliki masih sangat sedikit sehingga perlu 
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melakukan perambahan hutan dan membuka lahan untuk mencari 
tambahan penghasilan. 
Tabel 4 
Status Tanah/Lahan Pertanian yang Dikelola/Digarap 
 
 Jumlah Persen 
Seluruhnya milik sendiri 47 47% 
Milik orang lain (sewa/pinjam/bagi hasil, dsb) 3 3% 
Sebagian milik, sebagian milik orang lain 50 50 % 
Data Sekunder, Setelah diolah   
 
Data ini menunjukkan bahwa sebagaian besar responden 
masih menjadi petani penggarap dan bukan sepenuhnya sebagai 
pemilik lahan sehingga mungkin benar jika ada yang beralasan 
membuka lahan dan merambah hutan untuk mencari tambahan 
penghasilan. 
Namun selain alasan tersebut, ada pula yang beralasan bahwa 
masyarakat melakukan perambahan hutan dan membuka lahan 
karena tidak mengatahui bahwa kawasan tersebut telah masuk 
kawsan hutan lindung, hal ini dikarenakan patok tanda kawasan yang 
dibuat oleh pihak dinas kehutanan sangat jarang ditemukan, bahkan 
sebagian responden mengatakan bahwa belum ada tanda yang 
dipasang oleh pihak dinas kehutanan yang menandakan daerah 
batas-batas kawasan hutan lindung. 
Tabel 5 
Persentase Kawasan Hutan yang  Telah Diberi Tanda Batas secara Fisik (seperti 
Patok Beton, dsb) sehingga Mudah Diketahui oleh Masyarakat 
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 Jumlah Persen 
Belum ada 23 23% 
Ada tetapi sangat jarang 77 77% 
Data Sekunder, Setelah diolah   
Hal ini mengindikasikan bahwa pihak dinas kehutanan masih 
perlu melakukan pembenahan di bidang ini, di mana harus lebih 
memperbanyak tanda fisik untuk mempermudah masyarakat 
mengetahui batas-batas kawasan hutan lindung, agar tidak terjadi lagi 
kasus pembukaan lahan yang diakibatkan kekurangtahuan 
masyarakat mengenai batas-batas kawasan hutan lindung. 
Keseluruhan faktor yang telah dipaparkan di atas mungkin saja 
memengaruhi penegakan hukum, akan tetapi permasalahan yang 
sebenarnya yang terjadi bukan pada pengawasannya tetapi status 
Hutan Laposo Niniconang yang mana masih menjadi polemilk antara 
pemerintah daerah dan masyarakat khususnya desa umpungeng yang 
masuk dalam kawasan hutan Laposo Niniconang yang mengklaim 
tanah yang masuk kawasan hutan masih tanah nenek moyang. 
Menurut wawancara dengan kepala desa Umpungeng, masyarakat 
disini lebih dahulu tinggal dan menetap disini sebelum adanya 
penetapan kawasan hutan Laposo Niniconang ini masih tanah nenek 
moyang kami yang diklaim pemerintah33.   
Namun itu tentunya bukan menjadi masalah tanpa solusi, harus 
ada solusi yang bisa dilakukan Pemerintah daerah dan masyarakat  
untuk menyelesaikan permasalah yang ada, sehingga untuk itu, ke 
                                                             
33 Wawancara dengan kepala desa Umpungeng Salahuddin, S.Ag, 27 Desember 2015 
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depannya pemerintah dan masyarakat perlu lebih bersinergi dan 
menciptakan korelasi yang baik untuk menyelasaikan permasalahan 
yang ada 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan pada pemaparan dari bab-bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwa :  
1. Efektivitas pengawasan kawasan hutan dalam melindungi kawasan 
hutan Laposo Niniconang di desa Umpungeng Kec. Lalabata  
kabupaten Soppeng sudah cukup memadai, meskipun 
intensitasnya perlu ditingkatkan agar terlaksana perlindungan yang 
lebih optimal. 
2. Kerjasama antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum 
dalam Pengasan hutan Laposo Niniconang sudah cukup baik, hal 
mengenai perlindungan hutan yang melibatkan berbagai instansi 
penegak hukum termasuk unsur TNI. 
3. Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan terhadap 
kawasan hutan antara lain minimnya tanda batas yang memberikan 
informasi bahwa kawasan tersebut kawasan yang dilindungi, 
kurangnya perhatian dan partisipasi warga masyarakat dalam 
sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Soppeng, serta kurangnya jumlah personil 
polisi kehutanan yang melakukan patroli  
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4. Status Kawasan Hutan Laposo Niniconang yang mana pemerintah 
dan masyarakat saling mengklaim antara hutan Negara dan hutan 
Hak. 
B. Saran  
1. Pengawasan dalam upaya perlindungan terhadap kawasan 
hutan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan penyuluhan dan 
sekaligus mengusahakan agar penyuluhan yang dilaksanakan 
tidak sekadar formalitas.  
2. Perlu penambahan rambu rambu atau penanda yang jelas 
tentang di mana batas-batas wilayah yang termasuk sebagai 
kawasa hutan agar masyarakat dapat mengetahui apakah 
wilayah yang hendak dibuka sebagai lahan pertanian masuk 
kawasan hutan lindung atau tidak  
3. Perlunya dipikirkan oleh instansi yang berwenang untuk 
menambah jumlah polisi hutan yang ditugaskan untuk 
melakukan patroli demi menjaga agar tidak terjadi perambahan 
hutan lindung oleh masyarakat. 
4. Perlu adanya solusi dari pemerintah tentang saling klaim antara 
masyarakat sehingga status hutan Laposo Niniconang dapat di 
terima masyarakat tanpa adanya yang merasa haknya 
terampas. 
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